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Abstrak : Masyarakatpada umumnya memiliki tingkat kesadaran hukum yang
rendah sehingga mengakibatkan adanya permasalahan hukum. Dengan masih
rendahnya tingkat pendidikan mungkin adalah salah satu faktor tidak
memahamihukum. Untuk mengatasikurangnya pemahaman tentang hukum,
maka rasanya perlu kiranya diperlukan adanya kesadaran hukum dalam
keluarga secara efektif dan berkesinambungan sehingga masyarakat benar-
benar memahami pentingnya hukum. Keluarga merupakan peran paling utama
dalam merealisasikan tujuan dari hukum itu sendiri. Salah satu yang
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mempengaruhi yaitu tingkat pendidikan yang ada di dalam keluarga agar
memahami pentingnya hukum dalam kehidupan bermasyarakat untuk
mengurangi pelanggaran hukum. Kurangnya kesadaran keluarga terhadap
hukum yang dipengaruhi dari beberapa faktor diantaranya pengetahuan,
pengakuan, penghargaan dan pentaatan tentang hukum menjadihal mendasar
dalam merealisasikan tujuan dari hukum sendiri. Terdapat beberapa tindakan
yang harus dilakukan dalam keluarga terutama dalam merealisasikannya.
Memperberat ancaman hukum atau dengan lebih mengetatkan pengawasan
ketaatan warga Negara terhadap Undang- Undang salah satu cara dalam
meningkatkan kesadaran hukum di lingkungan keluarga dan masyarakat.

Kata Kunci: Kesadaran Hukum, keluarga

Pendahuluan

Hukum adalah suatu tata aturan kehidupan yangdiciptakan untuk mencapai nilai-nilai yang
diinginkan masyarakat. Salah satunilai yang menjadi tujuan hukum adalah ketertiban. Ketertiban
artinya ada kepatuhan dan ketaatan perilaku dalam menjalankan apa yang dilarang dan
diperintahkan hukum. Konkretnya, dapat kita ambil contoh sederhana dalam tata aturan berlalu
lintas. Hukum atau perangkat aturan yang dibuat dalam bidang lalu lintas mempunyai tujuan
agar terjadi tertib dalam kegiatan berlalu-lintas. Hal ini juga dalam upaya melindungi
kepentingan dan hak-hak orang lain.

Kesadaran hukum dapat diartikan sebagai kesadaran seseorang atau suatu kelompok
masyarakat kepada aturan-aturan atau hukum yang berlaku. Kesadaran hukum sangat
diperlukan oleh suatu masyarakat. Hal ini bertujuan agar ketertiban, kedamaian, ketenteraman,
dan keadilan dapat diwujudkan dalam pergaulan antar sesama. Tanpa memiliki kesadaran
hukum yang tinggi, tujuan tersebut akan sangat sulit dicapai. Faktor yang mempengaruhi
kesadaran hukum yang pertama adalah pengetahuan tentang kesadaran hukum.

Kesadaran hukum perlu ditanamkan sejak dini yangberawal darilingkungan keluarga, yaitu
setiap anggota keluarga dapat melatih dirinya memahami hak-hak dan tanggung jawabnya
terhadap keluarga, menghormati hak-hak anggota keluarga lain, dan menjalankan kewajibannya
sebelum menuntut haknya. Apabila hal ini dapat dilakukan, maka ia pun akan terbiasa
menerapkan kesadaran yang telah dimilikinya dalam lingkungan yang lebih luas, yaitu
lingkungan masyarakat dan bahkan negara.

Minimnya kesadaran hukum di suatu wilayah akan memunculkan masyarakat yang kurang
sadar akan hukum. Membangun kesadaran hukum sejak dini, tidak harus menunggu setelah
terjadi pelanggaran dan penindakan oleh penegak hukum. Upaya pencegahan dinilai sangat
penting dan bisa dimulai dari dalam keluarga sebagai unit terkecil masyarakat. Dengan adanya
kesadaran hukum ini kita akan menyaksikan tidak adanya pelanggaran sehingga kehidupan yang
ideal akan ditemui.

Tentunya kesadaran hukum yang dimulai dari penerapan hukum di lingkungan keluarga
kita sendiri. Keluarga sadar hukum dibentuk  bersdasarkan Surat Edaran Kepala Badan
Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN-05.HN.04.04-20 Tahun 2019 tentang Pedoman
Pelaksanaan Verifikasi Pembentukan Desa atau Kelurahan Sadar Hukum, dapat diusulkan oleh
Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota Kepada Gubenur melalui Kepala Kantor Wilayah untuk
ditetapkan sebagai Desa atau Kelurahan Sadar hukum untuk diberikan Anugerah dari Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) yang mana hal ini merupakan strategis dalam rangka
mengembangkan kesadaran hukum yang ada di masyarakat baik di Desa atau Kelurahan guna
untuk menegakkan supremasi hukum.

Hukum memiliki pengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung dalam mendorong
munculnya perubahan sosial pada pada lembaga terhadap masyarakat. Untuk menumbuhkan
kebiasaan sadar hukum inilah yang menjadi tantangan dan tanggung jawab semua pihak. Budaya
sadar dan taat hukum sejatinya haruslah ditanamkan sejak dini. Maka elemen pendidikanlah
menjadi ujung tombak dalam menanamkan sikap dan kebiasaan untuk mematuhi aturan-aturan
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yang ada. Institusi pendidikan merupakan media sosialisasi primer yang sangat mempengaruhi
pembentukan karakter manusia dikemudian hari. Jika sikap dan perilaku taat hukum telah
ditanamkan sejak din, maka kedepan, sikap untuk menghargai dan mematuhi aturan akan
mendarah daging dan membudaya di masyarakat. Tentunya hal ini dilakukan dengan
memberikan pengetahuan yang benar tentang apa saja yang tidak boleh dilakukan dan boleh
dilakukan.

Tingginya kesadaran hukum di suatu wilayah akan memunculkan masyarakat yangberadab.
Membangun kesadaran hukum sejak dini, tidak harus menunggu setelah terjadi pelanggaran dan
penindakan oleh penegak hukum. Upaya pencegahan dinilai sangat penting dan bisa dimulai dari
dalam keluarga sebagai unit terkecil masyarakat. Kesadaran inilah yang mesti kita bangun
dimulai dari keluarga.

Hukum sendiri sebenarnya memiliki sifat-sifat universal dan statis terhadap masyarakat
yang artinya bahwa hukum berlaku bagi semua lapisan masyarakat, baik pada masyarakat desa
maupun pada masyarakat kota, baik laki maupun perempuan serta baik orang dewasa maupun
terhadap anak-anak.

Sedang Hukum yang ada di Indonesia sendiri dinamakan Hukum Positif , yang artinya
bahwa Hukum yang berlaku di Indonesia pada saat ini, Dimana Hukum ada dua jenis yaitu
Hukum Perdata dan Hukum Pidana, Kalu Hukum Perdata mengatur tentang perorangan atau
tentang person yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) sedang
Hukum Pidana mengatur tentang kepentingan Umum yangada di Masyarakat yang diatur dalam
kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dimana dua duanya sama sama sudah
dikodifikasikan atau dibukukan. Selain hukum yang tertulis juga ada hukum yang tidak tertulis
yaitu yang tidak dibukukan seperti hukum adat. Untuk mengatasi kurangnya pemahaman
tentang hukum, maka perlu kiranya diperlukan adanya kesadaran Hukum dalam keluarga secara
efektif dan berkesinambungan sehingga masyarakat benar-benar memahami pentingnya hukum.

Jenis penelitian dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif atau
doktrinal. Menurut Terry Hutchinson sebagaimana dikutip Marzuki (2011) mendefinisikan bahwa
penelitian hukum doktrinal adalah “doctrinal research: research wich provides a systematic exposition of
the rules goverming a particular legal kategory, analyses the relationship between rules, explain areas of
difficullty and, perhaps, predicts future development.” Penelitian doktrinal adalah penelitian yang
memberikan penjelasan sistematis aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu,
menganalisis hubungan antara peraturan menjelaskan daerah kesulitan dan mungkin
memprediksi pembangunan masa depan.

Menurut Soekanto, dan Mamudji, (2004) penelitian hukum normatif yang nama lainnya
adalah penelitian hukum doktrinal yang disebut juga sebagai penelitian perpustakaan atau studi
dokumen karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang
tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain. Pada intinya penelitian yang dilakukan dengan cara
meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan
hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

2. Results

Kesadaran Hukum

Menurut Krabbe yang dikutip oleh Soerjono (1982), kesadaran hukum adalah kesadaran atau
nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia, tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang
diharapkan ada. Dengan perkataan lain kesadaran hukum merupakan konsepsi-konsepsi abstrak
di dalam diri manusia tentang keserasian antara ketertiban dengan ketentraman yang
dikehendaki atau yang sepantasnya. Kesadaran hukum menekankan pada nilai-nilai masyarakat
tentang fungsi apa yang hendaknya dijalankan oleh hukum dalam masyarakat.

Kesadaran hukum memiliki keterkaitan dengan perasaan hukum. Menurut Soerjono
Soekanto perasaan hukum diartikan sebagai penilaian hukum yangtimbul secara serta merta dari
masyarakat. Sedangkan kesadaran hukum lebih kepada perumusan dari kalangan hukum
mengenai penilaian dari masyarakat tersebut, dan dilakukan secara ilmiah.
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Menurut Salman dan Susanto, (2012) Kesadaran hukum juga memiliki keterkaitan dengan
ketaatan hukum. Kesadaran hukum disebut sebagai variabel bebas, sedangkan ketaatan hukum
disebut sebagai variabel tergantung. Selain itu, kesadaran hukum dapat merupakan variabel
antara yang terletak antara hukum dengan perilaku manusia yang nyata. Menurut Ali (2009)
mengenai hubungan erat antara kesadaran hukum dan ketaatan hukum dengan membagi dua
bagian yaitu kesadaran hukum positif dan kesadaran hukum negatif. Kesadaran hukum positif
yaitu kesadaran seseorang terhadap suatu peraturan yang berlaku sehingga seseorang tersebut
menaati peraturan yang berlaku itu. Sedangkan kesadaran hukum negatif adalah kesadaran
seseorang terhadap suatu hukum, tetapi karena dalam situasi dan kondisi yang mendesak
seseorang tersebut melanggarnya. Oleh karena itu, kesadaran hukum positif identik dengan
ketaatan hukum. Sedangkan kesadaran hukum positif identik dengan ketidaktaatan hukum

Keluarga

Menurut Mubarok (2000) Keluarga adalah tempat untuk mencurahkan segalanya, keluarga
inti yakni ayah dan ibu atau orang tua.Orang tua adalah orang yang pertama kali di kenal anak
dalam lingkungan keluarga. Menurut Syarifudin (2016) Keluarga merupakan lembaga pendidikan
pertama dan utama dalam masyarakat, karena dalam keluarga manusia dilahirkan hingga
berkembang menjadi dewasa.Lebih jelasnya, menurut Tatang Syaifudin, keluarga dalam arti
sempit adalah unit sosial yang terdiri atas dua orang (suami-istri) atau lebih (ayah, ibu dan
anak).Adapun dalam arti luas, keluarga adalah unit sosial berdasarkan hubungan darah atau
ketururnan, yang terdiri atas beberapa keluarga dalam arti sempit.

Menurut Mujib dan Jusuf Mudzakkir (2006) dalam islam keluarga dikenal dengan istilah
usrah, , ali dannabs. Keluarga dapat diperoleh mmelalui dariketurunan (anak, cucu), perkawinan
(suami, istri), persusuan dan pemerdekaan. Dalam pandangan antropologi keluarga (kawala dan
warga) adalah suatu kesatuan sosial terkecil yang dimiliki oleh manusia sebagai makhluk sosial
yang memiliki tempat tinggal dan ditandai oleh kerja sama ekonomi, berkembang, mendidik,
melindungi, merawat, dan sebagainya. Intinya keluarga adalah ayah, ibu, dan anaknya

Ada beberapa pandangan, keluarga adalah lembaga sosial resmi yang terbentuk setelah
adanya perkawinan. Menurut pasa 11 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974,
menjelaskan bahwa: “Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang
wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagiadan sejahtera
berdasarkan Ketuhanan YangMahaEsa”. Anggota keluarga terdiri dari suami, Istri tau orang tua
(ayah dan ibu) serta anak. Ikatan dalam keluarga tersebut didasarkan kepada cinta kasih sayang
antara suami istri yang melahirkan anak-anak. Pendidikan dalam keluarga dilaksanakan atas
dasar cinta kasih sayang yang kodrati, rasakasih sayang yang murni, yaiturasa cinta kasih sayang
terhadap anaknya serta menjadi faktor utama bagi keselamatan, keamanan, dan kebahagiaan
masyarakat. Menurut Amini (2000) Rasa kasih sayang inilah yang menjadi sumber kekuatan
menjadi pendorong orang tua untuk tidak jemu-jemunya membimbing dan memberikan
pertolongan yang dibutuhkan anakanaknya

Menurut Amini (2000) Keluarga mempunyai peranan yang sangat penting dan kewajiban
yang lebih besar bagi pendidikan anak-anak. Menjadi orang tua tidak hanyacukup melahirkan
anak,tetapi orangtua yang layak adalah manakala mereka bersungguh-sungguh dalam mendidik
anak mereka. Perkawinan bukanlah urusan individual belaka, tetapi juga masalahsosial yang
harus diurusi oleh pemerintah. Sebab, rusak atau sejahteranya suatu masyarakat, maju atau
mundurnya masyarakatjuga ditentukan oleh rusak atau sejahteranya danmaju mundurnya unit -
unit keluargayang membentuk masyarakat itu. Karena itu untuk bisa memperbaiki m asyarakat,
kita harus memperbaiki keluarga terlebih dahulu.
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HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Kesadaran Hukum
Untuk mengetahui tentang kesadaran hukum yang ada dimasyarakat ada beberapa
beberapa variabel yang kami teliti yaitu:
a. Pengetahuan Masyarakat Perihal Hukum

Hukum menjadi salah satu komponen yang sangat penting dalam kehidupan
masyarakat, oleh karena itu menjadi hal sangat penting untuk mensosialisasikan hukum
kepada segenap lapisan masyarakat. Hal ini bertujuan agar kehidupan masyarakat terjalin
secara tentram dan damai. Sesuai dengan tujuan hukum, bahwa salah satu tujuan hukum
adalah untuk membentuk masyarakat yang damai, taat hukum dan sejahtera. Hukumjuga
menjadi alat yang tepat sebagai penegak keadilan dalam masyarakat,sehingga sebagaimana
teori tujuan hukum, yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan akan bisa diwujudkan.

Kuantitas masyarakat yang sangat banyak, masalah tersendiri untuk mewujudkan
masyarakat yang berpengatahuan perihal hukum. Satu persatu masyarakat tidak mungkin
untuk memiliki wawasan dan pengetahuan yangoptimal perihal hukum, maka kemudian
kesadaran masyarakat akan hukum tidak akan terwujud diakibatkan masyarakatyangbelum
memiliki pemahaman perihal hukum.

Masyarakat sadar akan adanya hukum yang mengatur tingkah laku manusia untuk
mencapai tujuan dari Negara Indonesia yang tercantum dalam pancasila untuk
merealisasikan tujuan tersebut maka kita wajib menaati peraturan-peraturan atau hukum
yang berlaku di Indonesia. Masyarakat sadardan mengakui akan keberadaan hukum namun
terkadang acuh dan tidak peduli akan adanya hukum.

Pentingnya pendidikan juga berperan penting dalam menyadarkan masyarakat akan
pentingnya sadar hukum bahwasanya hukum yang dibuat adalah tujuan baik untuk
mengatur hubungan masyarakat, melindungi hakdan kewajiban sebagai warga Negara.
Dimana dalam penerapannya perlu adanya pemaksaan dan sanksi sehinggahukum tersebut
berjalan sesuai dengan tujuan bangsa Indonesia.

b. Sikap Masyarakat Terhadap Hukum

Menurut Wignjosoebroto (2008) Kesadaran hukum adalah seluruh kompleks kesediaan
warga masyarakat untuk berperilaku sesuai dengan keharusan yang ditetapkan oleh
hukum. Kesadaran hukum akan memotivasi masyarakat untuk secara sukarela
menyesuaikan segala perilakunya kepada ketentuan hukum perundang-undangan negara
yang berlaku. Menurut Soerjono (1982) kesadaran hukum adalah persoalan nilai-nilai yang
terdapat pada diri manusia tentang hukum yang ada. Sebenarnya yang ditekankan adalah
nilai- nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-
kejadian yang konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan. Jadi kesadaran hukum dalam
hal ini berarti sadar untuk bertindak sesuai dengan ketentuan hukum.

Berdasarkan definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa kesadaran hukum
merupakan cara pandang masyarakat terhadap hukum, apa yangseharusnya dilakukan dan
tidak dilakukan terhadap hukum yang dipengaruhi oleh akal, agama, politik, ekonomi dan
lain sebagainya. Bisa juga dikatakan bahwa kesadaran hukum merupakan kesadarandari diri
seseorang yang tanpa tekanan, perintah, atau pun paksaan dari luar agar tunduk serta patuh
terhadap hukum.

Kesadaran hukum berasal dari perspektif atau cara pandang masyarakatmasing-masing
bahwa hukum yang dibuat berasal dari masyarakat dan untuk masyarakat sendiri perlu
adanya paksaan dalam mengimplementasikannya setiap hak dan kewajiban yang terdapat
dalam diri manusia sejak lahir yang tidak dapat dikekang atau dibatasi namun adakalanya
hukum dapat membatasinya karena dalam hak kita juga terdapat hak orang lain untuk
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diperhatikan. Manusia merupakan makhluk sosial sehingga perlu ada aturan yang
membatasi tingkahlakunya demi kepentingan bersama.

Hukum sendiri dibagi menjadi dua yaitu hukum tertulis dan hukum yang tidak
tertulis dimana masyarakat menaati peraturan yang tertulis seperti KUHP dan BW dimana
didalamnya sudah terdapat sanksi yang mengatur sesuai dengan ventuk pelanggarannya
sehingga masyarakat menaati karena adanya sanksibukan karena sadarnya atau pentingnya
hukum dalam kehidupanbermasyarakat.

2. Faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum
Beberapa faktor yangmempengaruhi kesadaran hukum menurut Soerjono (1993) yaitu:
a. Pengetahuan tentang ketentuan hukum.

Peraturan yang telah disahkan kadangkala akan tersebar luas dan diketahui oleh
masyarakat. Akan tetapipada prosesnya, terkadang ada masyarakat yang tidak mengetahui
haltersebut karena kurangnya sosialisasi merupakan tugas pemerintah untuk memberikan
edukasi terhadap masyarakat yang awam atai tidak tahu akan hukum yang berlaku di
Indonesia. Jika terjadi sesuatu perbuatan yangmelanggar hukum tidak ada alasan untuk
tidak mengetahui akan hukum tersebut.

b. Pengakuan terhadap ketentuan hukum.

Masyarakat mengakui keberadaan tentang hukum, tetapi masih banyak warga yang
belum mematuhi dan memahami suatu ketentuan hukum tersebut; Keberadaan hukum
memang diketahui masyarakat namun apakahmasyarakat mengimplementasikaanya sesuai
dengan peraturannya karenamasyarakat takut akan penegak hukum bukan terhadap hukum
yang berlaku padahal hukum diciptakan untukkepentingan masyarakat serta keamanandan
menjaga hak dan kewaiban dalam berwarga Negara.

c. Penghargaan terhadap ketentuan hukum

Penghargaan terhadap hukum merupakan tolak ukur sejauh mana suatu peraturan
yang dilarang hukum dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. Masyarakat ada yang
mematuhi terkadang juga menentang kebijakan hukum; Lingkungan sekitar dapat
mempengaruhi kondisi seseorang yang sadar akan adanya hukum namun tetap melanggar
sehingga lingkungan yang baik akan mempengaruhitingkah laku seseorang dalam menaati
peraturan yang berlaku sehingga tidak melanggar hukum bahkan mendapatsanksi dalam
penegakannya.

d. Pentaatan terhadap ketentuan hukum

Semua kepentingan yang ada dimasyarakat harus berdasarkan nilai-nilai hukum
yang berlaku.Masyarakat harus dapat memilahmana yang dilarang maupun tidak.Terkadang
masyarakat patuh terhadap hukum karena ada rasa takut padasanksi bukan karena
kesadaran dalam dirinya. Memang benar dalam pemikiran masyarakat seseorang tunduk
akan adanya hukum bukankarena menaati hukum tersebutnamun karena ada seseorang
yang bertugas dalam penegakan hukum itusendiri bukan takut terhadap hukumnamun
kepada penegaknya. Dapat dipastikan jika tidak menanam rasasadar akan hukum maka
dapat dipastikan seseorang dapat melanggarhukum jika ada kesempatan untuk melanggar
seperti jika tidak ada aparat penegak hukum itu sendiri. Maka hal tersebut bukan
dikatakan sadar akan adanya hukum namun ketakutan masyarakat terhadap penegak
hukum bukan takut terhadap peraturan dan dampak yang akan ditimbulkan terhadap
dirinya dan orang disekitarnya.
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3. Tingkat Kesadaran Hukum
Tingkat Kesadaran Hukum.Menurut Soekanto (1982), indikator-indikator dari kesadaran

hukum sebenarnya merupakan petunjuk yang relatif kongkrit tentang taraf kesadaranhukum.

Dijelaskan lagi secara singkat bahwa :

a. Indikator pertama adalah pengetahuan hukum Seseorang mengetahui bahwa perilaku-
perilaku tertentu itu telah diatur oleh hukum. Peraturan hukum yang dimaksud disini
adalah hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Perilaku tersebut menyangkut
perilaku yang dilarang oleh hukummaupun perilaku yang diperbolehkan oleh hukum.

b. Indikator kedua adalah pemahaman hukum Seseorang pelajar mempunyai pengetahuan dan
pemahaman mengenai aturan-aturan tertentu, misalnya adanya pengetahuan dan
pemahaman yang benar dari pelajar tentang hakikat dan arti pentingnya peraturan
disekolah.

c. Indikator yang ketiga adalah sikap hukum Seseorang mempunyai kecenderungan untuk
mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum.

d. Indikator yang keempat adalah perilaku hukum, yaitu dimana seseorang atau pelajar
mematuhi peraturan yang berlaku.

Keempat indikator tadi sekaligus menunjukkan pada tingkatan kesadaran hukum tertentu di
dalam perwujudannya. Apabila seseorang hanya mengetahui hukum, maka dapat dikatakan
bahwa tingkat kesadaran hukumnya masih rendah, tetapi kalau seseorang dalam suatu
masyarakat telah berperilaku sesuai dengan hukum, maka kesadaran hukumnya tinggi.

4. Proses meningkatkan Kesadaran hukum
Peningkatan kesadaran hukummasyarakat pada dasarnya dapat dilakukan melalui dua cara
yaitu dalam bentuk tindakan (action) dan pendidikan (education). Berikut penjelasannya:

a. Tindakan (Action)
Tindakan penyadaran hukum padamasyarakat dapat dilakukan berupa tindakan drastic,
yaitu dengan memperberat ancaman hukum atau dengan lebih mengetatkanpengawasan
ketaatan warga Negara terhadap Undang-Undang. Cara ini bersifat isidentil dan kejutan
yang merupakan tindakan tepat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat

b. Pendidikan (education)
Pendidikan dapat dilakukan baik secara formal maupun nonformal. Menanamkan
kesadara hukum berarti menanamkan nilai-nilai kebudayaan dapat dicapai dengan
pendidikan. Oleh karena itu setelah mengetahui kemungkinan sebab-sebab merosotnya
kesadaran hukum masyarakat usaha pembinaan yang efektif dan efisienialah dengan
pendidikan.

c. Pendidikan formal
Pendidikan sekolah merupakan hal yang lumrah dalam kehidupan berbangsa dan
bernegara. Pendidikan kesadaran hukum di sekolah harus dilakukan dari tingkat rendah
sampaijenjang pendidikan tinggi (PT);

d. Pendidikan non formal
Pendidikan non formal ditujukan kepada masyarakat luas meliputi segala lapisan dalam
masyarakat. Pendidikannon formal dapat dilakukan denganbeberapa cara, antara lain:
penyuluhan hukum, kampanye, dan pameran. Penyuluhan hukum adakah kegiatan
untuk meningkatkan kesadaran hukummasyarakat berupa penyampaian dan penjelasan
peraturan hukum kepada masyarakat dalam suasana informal agar setiap masyarakat
mengetahui dan memahami apa yang menjadi hak, kewajiban dan wewenangnya,
sehingga tercipta sikap dan prilaku berdasarkan hukum, yakni disamping mengetahui,
memahami, menghayati sekaligusmematuhi atau mentaatinya.
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KESIMPULAN

Hukum menjadisalah satukomponen yangsangat penting dalam kehidupan masyarakat, oleh
karena itu menjadi hal sangat penting untuk mensosialisasikan hukum kepada segenap lapisan
masyarakat terutama dalam keluarga yang belum mengetahui betul akan fungsi dan tujuan hukum
itu sendiri. Maka, keluarga merupakan peran paling utama dalam merealisasikan tujuan dari hukum
itu sendiri. Salah satu yang mempengaruhi yaitu tingkat pendidikan yang ada di dalam keluarga
agar memahami pentingnya hukum dalam kehidupan bermasyarakat untuk mengurangi
pelanggaran hukum.

Kurangnya kesadaran keluarga terhadap hukum yang dipengaruhi dari beberapa faktor
diantaranya pengetahuan, pengakuan, penghargaan dan pentaatan tentang hukum menjadi hal
mendasar dalam merealisasikan tujuan dari hukum sendiri. Terdapat beberapa tindakan yang harus
dilakukan dalam keluarga terutama dalam merealisasikannya. Memperberat ancaman hukum atau
dengan lebih mengetatkan pengawasan ketaatan warga Negara terhadap Undang- Undang salah satu
cara dalam meningkatkan kesadaran hukum di lingkungan keluarga dan masyarakat..
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